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ABSTRAK 

Pelaku Tindak pidana korupsi memerlukan perlakuan yang khusus dalam 

proses proses pembinaan,terhadap penegakan hukum dalam ruang lingkup tindak 

pidana korupsi. Salah satu perlakuan khusus tersebut dapat di lakukan melalui 

reformasi tata kelola lembaga pemasyarakatan yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand 

Design Overcrowded Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. 

Reformasi ini di lakukan di karenakan pelaku tindak pidana korupsi tetap 

memperoleh ke istimewaan berupa pemanfaatan fasilitas di luar yang di atur 

dalam peraturan per-undang-undangan, penelitian ini mencoba membahas 

mengenai perbandingan aturan reformasi tata kelola lembaga pemasyarakatan, 

serta konsep pembinaan pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif, dan bersumber dari bahan sekunder. Saat 

ini masih belum ada peraturan mengenai pola pembinaan khusus dalam 

melakukan pembinaan terhadap narapidana korupsi, Konsep pembinaan yang baik 

seharusnya menitikberatkan pada aspek tata kelola lembaga pemasyarakatan , 

regulasi, sumber daya manusia, serta ternologi informasi yang mempengaruhi 

layanan lembaga pemasyarakatan. 
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ABSTRACT 

 Perpetrators of criminal acts of corruption require special treatment in the 

process of guidance, for law enforcement within the scope of corruption. One of 

these special treatments can be carried out through reform of correctional 

governance which refers to the Regulation of the Minister of Law and Human 

Rights Number 11 of 2017 concerning the Grand Design of Overcrowded State 

Detention Centers and Prisons. This reform of committing the criminal act of 

corruption still gets privileges in the form of the use of facilities outside those 

regulated in the laws and regulations. This study tries to discuss the comparison 

of the rules for reforming the governance of prisons, as well as the concept of 

corruption. This study uses a normative juridical method, and is sourced from 

secondary materials. At this time there are still no regulations regarding special 

guidance patterns in conducting coaching for corruption convicts. The concept of 

good coaching must focus on aspects of correctional governance, regulations, 

human resources, and information technology that affect prison services. 
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